PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM _
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 16 TAHUN 2608
A TENTANG |
PEMBENTUKAN ORGANISAS: DAN TATA KERJA KECAMATAN
DALAM KABUFATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA EN:M

bahwa derigan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organiisasi Perangkat Daerah sebagai
pelaksanaan dari Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka
a dipandang perlu menata kembali dan melakukan penyesuaian
terhadap :Orgarisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam
Kabupaten, Muara Enim ;

Menimbang

o

b. bahwa terhadep Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim telah
mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Sumatera Selatan melalui
surat Gubernur nomor * 188.342/2623/X/2008 tanggal 21 Agustus
2008, sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut ketentuan pasal 38
dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan b di alas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat |l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Inclonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;

2. Undang-Undang Noinor 10 Tahun 2004 tentang Pembéntukan
Peraturan Perunidang-Undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur: 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan l_.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 ) se:bagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);




ob -

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemeérintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 4737) ;

[Peraturan Pem¥rintan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4262 ) ;

Peraturan Pemerin;tah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
( Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2008 Nomadr 40,
Tambahan Lembar_an Negara Republik Indonesia Nomor 4826 ) ;

Keputusar Menteh Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004
tentang Pedoman Orgamsasn Kecamatan. .

Déngan Per;etu;uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

:dan
_: BUPAT! MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAE—i TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KZCAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA
ENIM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
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4, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam

Daerah adalah Kabupaten Muara Enim ;

Bupati adalah Bupati Muara Enim ;

penyeleraggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan dan kelurahan;

Sekietaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara
Enim ;

Kecamalan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Dasrah
Kabupaten Muara Enim ;

Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim;

Kelompok Jabatan Furgsional adalah kelompok tugas atau
kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam
rangka mendukung tugas Pemerintahan;

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.



BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan yang terdiii dari:

1. Kecamatan Semenue Darat Uly,
Kecamatan Semende Darat Tengati;
Kecamata}n Semende Darat Laut;
Kecamatan Tanjung Agung;
Kecamatan Lawang Kidul;
Kecamatan Muara Enim;
Kecamatan Ujan Mas;
Kecamatan Gunung Megang;

9. Kecamatan Rambang Dangku;
10. Kecamatéarn Rambanyg;
11.Kecamatafr| Lubai;

12. Kecamatan Penukal:

13. Kecamatan Tanah Abang;

14 Kecamatan Talang iji;

15. Kecamatan Ge!umbéng;

16. Kecamatain Lembak;’,
17.Kecemalan Sungai Rotan;

18 Kecamatan Penukel Utara:

19. Kecamatan Benakat;

- 20. Kecamaten Kelekar:

2. Kecamatan Muara Belida:
22.Kecamalan Abab.
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BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

. ; Pasal 3

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis
kewilayahan yang mempurnyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh
Camat yang berade. di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

L]
Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan
tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang cilimpahkan oleh Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah. -

Pasnls. . ...



Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4,
Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkocrdinasian kegiatan pembérdayaan masyarakat °

b. Pengkoordinasian upaya penyélenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum ; ‘

c. Pengkoordinasian penerapan dan pe regakan peraturan perundang-
undangan ;

d. Pengkoordlnasuaﬁ perneahharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
urmum ;

e. Pengl\oordmasmn penyelenggaraar kegiatan pemerintahan di
tingkat Kecamatan ‘

f. Pembinaan penyelenggaraan pemprlntah desa dan / atau kelurahan ;

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lmgkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemarintahan
desa awau keluranari ;

h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rurnah tangga;
i. Pelaksanaan tuga$ lain yang dlbenkan Bupati sesuai dengan
tugasnya.
‘BAB 1V
SUSUNAN ORGANISASI
: _ Pasal 6
(1) Susunan Organisasi S(qcamatan terdiri dari :

!

a. Camat:

b. Sekretariat Kecamatan
1. Subbag. Perencanaan,
2. Subbag. Keuangan;
3. Subbag. Umum.
Seksi Pemerintahan ;
Seksi Ketentraman dan Ketertican umum ;
Seksi F’erekonomian dan Pembangunah -

Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
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Seksi Kesejanteraarn Sosial.

2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimezna tercantum
pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

(1). Keloinpok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pernerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

(2) Kelompok.................



=

(2). Kelompok Jabatar Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang datur dan ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

. Kelompok ‘Jabatan [Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk.

. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

bebar kerja.

. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

. Kelompcok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 8

Camat imemimpin dan bertanggungjawab atas tugas dan fungsi
Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinriya;

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan
kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan dan unit
pelaksana. teknis di lingkungannya waijib menerapkan prinsip
koordirasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di
lingkungan Pemerintahan Daerah serta dengan instansi lain di luar
Pemerirtanan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan kecamatan
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan
mesing-masing dan memberikan bimbingan suatu petunjuk bagi
pelaksana tugas bawahannya serta mengambil langkah-langkah
sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku bila terjadi
penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bawahannya;

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan kecamatan wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungiawab kepada
atasan masing-masing dengan menyiapkan laporan secara
berjenjang;

Setiap laporan dierima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
menyusun laporar. lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

Pasal 9

(1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah bersifat

koordinasi Teknis itingsional dan teknis operasional;

(2) Hubungan kerja Kacamatan dengan Instansi Vertikal di wilayah

kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional;

(3) Hubungan kerja 1flecamatan dengan swasta, Lembaga Swadaya

Mesyarakat, Partai Politik dan Organisasi kemasyarakatan lainnya
di wilayah kerja Kematan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB VHL.......cconi0neeee



BAB VII
ESELONISASI
Pasal 10

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan :
1. Eselon Camat adalah eselcn lll.a ;

2. Eselon Sekretaris aaalah Il1.b;

3. Eselon Kepala Seksi adalah IV.a ]

4. CEselon Kepala Sub Bagiarn adalah IV.b.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan hal-hal yang
belum diatur dalarn Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kecamatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 36)
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini inulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

)

Ditetapkan di  Muara Enim

pgda:tanggal % ohgurhue 2008
\
p: PA}I UARA ENIM /
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Diundangkan di  Muara Enim
padatanggal o . w.olns G008

DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 26 SERID



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 16 TAHUN 2008
TANGGAL 5 Agustus 2008
CAMAT
SEKRETARIAT
| |
SUBBAG SUBRAG SUBBAG
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM
KELOMPOK SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
_ JABATAN PEMERINTAHAN KETENTRAMAN DAN PEREKONOMIAN DAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
FUNGSIONAL KETERTIBAN UMUM_ PEMBANGUNAN MASYARAKAT | SOSIAL






